GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013-2032

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa perencanaan kehutanan merupakan pedoman bagi Pemerintah,
pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, pelaku
usaha, lembaga profesi dalam penyelenggaraan kehutanan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.49/Menhut-1I/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat
IMasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030, Pemerintah Daerah
Provinsi segera menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
(RKTP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur  Gorontalo tentang Rencana Kehutanan Tingkat

| Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2032;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoseia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);



Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali ,terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan  Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40 /Menhut/I11/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42 /Menhut/I1/2010
tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49 /Menhut/I1/2011
tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -
2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 381);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1 /Menhut/11/2012
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat
Provinsi (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA
KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI GORONTALO TAHUN
2013-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan,
penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam
pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah;
guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan

dan berkelanjutan.



2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut
dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang
diselenggarakan secara terpadu.

3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.

4. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

5. Wilayah pengelolaan hutan tingkat Provinsi adalah seluruh hutan
dalam wilayah Provinsi yang dikelola secara efisien dan lestari.

6. Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota adalah
seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dikelola

secara efisien dan lestari.

7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Gorontalo.

BAB II
RENCANA KEHUTANAN

Pasal 2
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut RKTP
adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan
penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk
pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang
menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor

kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.

Pasal 3

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2013 — 2032

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai acuan dalam:

a. penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan;

b. penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota dan
Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH);

€. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan;

d. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;

e. koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar
sektor; dan/atau

f. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. \7



Pasal 4
Instansi/unit/pihak  yang membidangi rencana kehutanan
di Kabupaten/Kota wajib menyusun rencana kehutanan di Tingkat
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

huruf b, huruf ¢, dan huruf d.

Pasal 5
(1) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2013 — 2032
beserta Peta Arahannya adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dapat ditinjau kembali paling lambat 5 (Lima)

tahun sekali.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 29 Asmghug
SEKRETARIS DAERAH PRONVINSI GORONTALO,

a

WINARNI DY MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 56



